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This study aims to find out how to implement the abolition of official 
vehicle assets belonging to the Pekanbaru City government and 
what are the inhibiting factors for implementing the abolition of 
official vehicle assets belonging to the Pekanbaru City government. 
This study used qualitative research methods with data collection 
methods using interviews, observation, and documentation. The 
results of this study are the implementation of the abolition of 
official vehicle assets belonging to the Pekanbaru City Government 
has gone well but has not been maximized. This is due to the 
inhibiting factors, namely weak document administration and the 
COVID-19 pandemic. 
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Pendahuluan 

Implementasi penghapusan aset kendaraan dinas Di Kota Pekanbaru di lakukan oleh Badan 

Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sebagaimana diatur dalam  Peraturan 

Daerah Provinsi  Riau Nomor 6 Tahun 2016. Sebagaimana dijelaskan bahwa BPKAD Kota Pekanbaru 

merupakan satuan pengelola keuangan dan aset daerah. 

Terkhusus di Kota Pekanbaru, mendapatkan Laporan Hasil Penilaian (LHP) dari BPK RI dengan predikat 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2020 lalu. Hasil ini merupakan apresiasi tertinggi bagi 

administrasi keuangan daerah Kota Pekanbaru. Bahkan hasil ini sudah didapatkan sebanyak 5 kali berturut-

turut (Pekanbaru.go.id, 2021). Artinya disini pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pengelola keuangan 

dan aset daerah telah baik dalam mengurus pengelolaan aset daerah. 

Namun, Berdasarkan pernyataan pihak BPKAD Kota Pekanbaru menyatakan bahwa masih banyaknya 

kendaraan yang telah bebas masa pemanfaatannya namun belum dilakukan penghapusan. Selain itu, masih 

banyaknya kendaraan dinas yang telah berahir masa manfaatnya dan rusak berat. Dalam penelitian ini 

peneliti memilih penghapusan aset kendaraan dinas yang telah bebas masa manfaa artinya ialah kendaraan 

dinas  mantan ognum pejabat yang belum dihapuskan. Hal ini dikarenakan berdasarkan keterangan dari 

pihak BPKAD yang menyatakan bahwa masih banyaknya kendaraan dinas yang telah bebas masa 

pemanfaatannya namun belum dilakukan penghapusan. 

Berdasarkan keterangan yang ditemukan peneliti mengambil  beberapa fenomena. Pertama, masih 

banyaknya kendaraan yang telah bebas masa pemanfaatannya namun belum dilakukan penghapusan. Hal 

ini berdasarkan keterangan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan. Kedua, masih adanya  kendaraan dinas 

yang telah berahir masa manfaatnya dan rusak berat hal ini berdasarkan keterangan dari pihak BPKAD. 
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Metode 

Penelitian ini menggunakan  metode metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk 

bertujuan untuk mengu. Metode penelitian kualitatif  adalah penelitian yang meneliti kondisi objek secara 

alamiah dan menekankan hasil penelitian pada makna dari data yang sebenarnya (Sugiyono, 2014). Selain 

itu, penelitian kualitatif ini juga bertujuan untuk mengungkapkan informasi yang telah didapat dan diproses 

dengan makna mendiskripsikan suatu masalah (Paywala, 2021).  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. wawancara yang dimaksud yaitu dengan mengajukan pertanyaan 

terbuka kepada informan yaitu Sub Bidang Penghapusan Aset, Sub Bidang Penilaian Aset, Sub Bidang 

Pemanfaatan Aset, Sub Bidang Pengawasan Aset. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah 

data-data yang penulis dapatkan dari kantor BPKAD Kota Pekanbaru berupa dokumen-dokumen baik 

gambar, tertulis, maupun media elektronik. 

Hasil dan Pembahasan 

Melihat adanya beberapa kendaraan dinas yang telah habis masa pakai dan rusak berat yang belum 

dihapuskan sesuai dengan fenomena yang ditemukan maka peneliti menggunakan teori Edward III  

(Yudiatmaja, 2016) tentang  faktor yang mempengaruhi implementasi penghapusan aset. Adapun faktor 

yang indikator dalam penelitian ini ialah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.  

Komunikasi 

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Terutama dibagian pengelola 

keuangan dan aset daerah yang mana membutuhkan komunikasi yang sangat inten. Komunikasi diperlukan 

guna untuk menyamakan dan melancarkan tujuan dan proses pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi 

pemerintahan maupun swasta (Permata & Khasanah, 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dianalisis bahwa antara sub bidang 

penghapusan aset dengan sub bidang penilaian, pemanfaatan dan pengawasan saling berkomunikasi. 

Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi dalam formal dan informal. Komunikasi ini dalam hal penilaian 

terhadap kendaraan dinas yang telah habis masa pakai dan telah rusak berat. Adapun penilaian terhaap 

kendaraan yang telah habis masa pakia dan rusak berat memiliki kategorinya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa antar sub bidang 

penghapusan dengan sub bidang lainnya dalam mengelola aset khusunya mengelola penghapusan aset 

telah berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi bukan 

merupakan penghambat atau yang mempengaruhi tidak maksimalnya penghapusan aset yang terjadi 

khusunya penghapusan aset kendaraan dinas milik pemerintah yang telah rusak berat dan habis masa pakai 

namun, belum dihapuskan. Selain dari pengaruh komunikasi, implementasi penghapusan aset juga bisa di 

pengaruhi oleh sumber daya. 

Sumberdaya 

Sumber daya ialah suatu hal yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi dan menjadi penentu dalam 

tercapainya tujuan sebuah organisasi. Jika sumber daya yang dimiliki baik maka sebuah organisasi itu baik, 

jika sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu buruk maka organisasi itu buruk (Yudiatmaja et al., 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki 

oleh BPKAD  Kota Pekanbaru merupakan sumber daya yang kompeten dan berdaya unggul.  Pegawai atau 

sumber daya yang ada di BPKAD merupakan sumber daya yang berasal dari PNS/CPNS dan non PNS yang 
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paling banyak ialah pegawai yang PNS/CPNS yaitu mencapai 50 orang sedangkan yang non PNS hanya 

mencapai 13 orang dari 50 PNS yang tersedia di BPKAD 1 orang yang golongan IIb, 1 orang yang golongan 

IIIa, 4 orang yang golongan IIIb dan 11 orang yang golongan IV a. berdasarkan hal tersebut dapat diamati 

bahwa dari tingkat golongan saja, pegawai BPKAD memiliki sumber daya yang unggul dan tentunya mampu 

untuk mengelola aset daerah dengan baik, terutama pada pengelolaan atau mengimplementasikan  

penghapusan aset kendaraan dinas yang telah habis masa guna dan masa pakai.   

Dapat diketahui bahwa memang sumber daya yang dimiliki oleh  BPKAD merupakan pegawai yang 

memiliki lulusan yang baik, dari yang paling tinggi yaitu pasca sarjana (S2) hingga yang paling rendah ialah 

SLTA. Sehingga dapat disimpulkan sumber daya bukan merupakan suatu hal yang mempengaruhi 

penghapusan aset kendaraan dinas milik pemerintah daerah tidak maksimal. Melainkan melihat sumber 

daya yang dimiliki memungkinkan untuk BPKAD memiliki kinerja yang baik dalam penghapusan aset 

kendaraan dinas milik pemerintah yang telah habis masa pakai dan rusak berat. 

Disposisi 

Yang dimaksud dengan disposisi dalam penelitian ini ialah karakteristik atau watak seorang pegawai 

BPKAD dalam menjalankan tugasnnya dalam mengelola keuangan dan aset daerah lebih tepatnya dalam 

mengimplementasikan penghapusan aset kendaraan dinas milik pemerintah yang telah habis masa pakai 

dan rusak berat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan Dan Pengawasan dapat 

diketahui bahwa Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan Dan Pengawasan dalam bekerja menerapkan sifat jujur 

dalam menilai dan mengawasi. Namun, dalam hal ini menilai dan mengawasi yang dimaksud ialah menilai 

kendaraan dinas yang termasuk dalam kategori pantas untuk dihapuskan yaitu rusak berat. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pegawai BPKAD  Kota Pekanbaru khususnya Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan Dan 

Pengawasan memiliki disposisi yang baik dalam melakukan implementasi penghapusan aset kendaraan 

dinas milik Pemerintah  Kota Pekanbaru. 

Disposisi pegawai BPKAD  Kota Pekanbaru ialah berkomitment terhadap visi dan misi BPKAD dalam 

menjalakan tugas dan fungsinya, jujur dalam melakukan penilaian, pengawasan dan penghapusan aset yang 

mana dalam hal ini memang setiap pegawai BPKAD dituntut untuk jujur dalam pekerjaaanya, selain itu 

pegawai BPKAD juga demokratis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demokratis yang dimaksud ialah 

tidak berdasarkan ego sendiri melaikan berdasarkan atas peraturan dan aturan panitia penghapusan aset. 

Hal ini dimulai dari di turunkannya surat perberitahuan penilaian ke lapangan hingga dihapusnya aset 

kendaraan dinas yang telah habis pakai  dari daftar barang milik daerah. 

Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi ialah suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya menjalankan tugas atau 

melaksanakan tujuan organisasi. Dengan adanya struktur  organisasi maka SOP (standar operating 

procedures) setiap sub bidang muncul. Hal ini akan menjadi pedoman dan standar pelayanan sub bidang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Yudiatmaja et al., 2021) 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa  sub bidnag penghapusan 

aset dalam melakukan implementasi memiliki SOP dan alur kebijakan Yng menjadi acuan dan pedoman 

dalam melakukan penghapusan aset kendaraan dinas yang rusak berat dan bukan sembarangan. Selain itu, 

dalam impelemntasi penghapusan aset di bentuk panitia penghapusan yang emmiliki struktur birokrasinya.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam implementasi penghapusan kendaraan dinas yang rusak 

berat dan habis masa guna memiliki struktur birokrasi yang lengkap sehingga dapat di simpulkan bahwa 
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struktur birokrasi bukan menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi tidak maksimalnya implementasi 

pengahapusan aset kendaraan dinas yang tekah rusak berat dan habis masa guna. 

Kesimpulan 

Implementasi penghapusan aset kendaraan dinas milik Pemerintah  Kota Pekanbaru telah dilakukan 

dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertama, pihak BPKAD telah 

melakukan komunikasi secara formal dan informal dengan pihak pengguna kendaraan dinas yang telah 

rusak berat dan telah habis masa pakai. Kedua, pihak BPKAD telah mempunyai sumber daya yang baik dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya hal ini dibuktikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPKAD ialah 

sumber daya manjusia yang berkompetensi   dapat dilihat dari riwayat pendidikan masing-masing pegawai. 

Ketiga, memliki disposisi yang harus disamakan dengan visi dan misi artinya dalam bekerja pegawai BPKAD 

telah menjalakan sifat frofesionalisme yaitu demokrasi, jujur dan konsisten. Keempat, memiliki susnan 

birokrasi yang lengkap yang memiliki standar operasional prosedur dalam bekerja dan memiliki struktur 

birokrasi yang baik. Implementasi penghapusan aset kendaraan dinas milik Pemerintah  Kota Pekanbaru 

baik namun belum maksimal disebabkan oleh adanya faktor yang menjadi penghambat dalam BPKAD 

melakukan impelemntasi penghapsuan aset kendaraan dinas di  Kota Pekanbaru yaitu lemahnya 

adminsitrasi dokument dan pandemic COVID-19. 
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